
  
 
 
 
 
 
 

   BUPATI GROBOGAN 
    PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 4 TAHUN 2025 

 
TENTANG  

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI GROBOGAN, 

 
Menimbang :   a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk 
kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan; 

b. bahwa untuk transparansi pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun laporan 
pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi  Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
dan 

BUPATI GROBOGAN 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Grobogan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

 
Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 
berupa laporan keuangan   memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan  
g. catatan atas laporan keuangan.  
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 
 

Pasal 3  
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :  
a. pendapatan Rp2.924.887.256.753,00 
b. belanja  Rp2.919.832.691.208,00 

surplus Rp5.054.565.545,00 
c. pembiayaan 

   - penerimaan Rp177.715.350.069,00 
- pengeluaran Rp67.086.484.900,00 
 pembiayaan netto Rp110.628.865.169,00 

 
Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 sebagai berikut : 
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar 

(Rp10.630.447.395,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pendapatan setelah perubahan  

      Rp2.914.256.809.358,00 
     2. realisasi Rp2.924.887.256.753,00 

      Selisih lebih Rp10.630.447.395,00 
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar 

Rp103.550.147.171,00 dengan rincian sebagai berikut :   
1. anggaran belanja setelah perubahan  

      Rp3.023.382.838.379,00 

2. realisasi Rp2.919.832.691.208,00 
 Selisih kurang Rp103.550.147.171,00 

c. selisih  angggaran   dengan  realisasi  surplus/defisit   sebesar 
(Rp114.180.594.566,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. surplus / defisit setelah perubahan 

       (Rp109.126.029.021,00) 
2. realisasi  Rp5.054.565.545,00 

Selisih kurang  Rp114.180.594.566,00 
d. selisih angggaran  dengan  realisasi  penerimaan  pembiayaan  

sebesar (Rp1.502.321.048,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran penerimaan pembiayaan  
    setelah perubahan                     Rp176.213.029.021,00   
2. realisasi Rp177.715.350.069,00 

Selisih lebih Rp1.502.321.048,00 
e. selisih  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran  pembiayaan 

sebesar Rp515.100,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp67.087.000.000,00 
2. realisasi Rp67.086.484.900,00 

Selisih kurang Rp515.100,00 
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar 

(Rp1.502.836.148,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan netto 
 setelah perubahan   Rp109.126.029.021,00   
2. realisasi Rp110.628.865.169,00 

Selisih lebih Rp1.502.836.148,00 
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Pasal 5 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024, berupa 
selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran 
lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 
Rp394.656.827,00, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp151.489.829.021,00 
2. Penggunaan Saldo Anggaran  
      Lebih sebagai Penerimaan  
      Pembiayaan tahun berjalan (Rp151.302.424.060,00) 

 Selisih  Rp187.404.961,00 

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp115.683.430.714,00 
4. Koreksi Kesalahan Tahun  
 Sebelumnya Rp0,00 
5. Lain-lain  (Rp187.404.961,00) 
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp115.683.430.714,00 

 
Pasal 6 

Neraca sebagimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 
Desember 2024 sebagai berikut : 
a. Jumlah aset Rp5.093.812.726.328,77 
b. Jumlah kewajiban Rp17.581.530.904,07 
c. Jumlah ekuitas  Rp5.076.231.195.424,70 
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas Rp5.093.812.726.328,77 

 
Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2024 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Operasional Rp2.693.114.750.744,95 
b. Beban Operasional Rp2.595.206.880.784,68 
c. Surplus dari Kegiatan Operasional Rp97.907.869.960,27 
d. Surplus Non Operasional   Rp21.169.447.921,66 
e. Defisit Non Operasional  Rp9.408.698.730,00 
f. Surplus dari Kegiatan Non 
 Operasional Rp11.760.749.191,66 
g. Surplus sebelum pos luar  

biasa Rp109.668.619.151,93 
h. Defisit dari pos luar biasa (Rp606.014.320,00)  
i. Surplus-LO          Rp109.062.604.831,93 

 
Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2024 sebagai berikut : 
a. Saldo Kas Awal per Januari 2024 Rp151.812.165.098,00 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp335.225.127.382,00   
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi  
 non keuangan   (Rp309.207.635.828,00) 
c. Arus kas bersih dari aktivitas  

Pendanaan (Rp61.636.484.900,00) 
d. Arus kas bersih dari aktivitas  

transitoris   Rp237.170.092,00 
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 Rp115.938.206.366,00 
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Pasal 9 
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1)  huruf f  untuk  tahun  yang  berakhir  sampai  dengan 31 
Desember 2024 sebagai berikut : 
a. Ekuitas Awal Rp4.967.355.995.553,77 
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp109.062.604.831,93 
c. Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp187.404.961,00) 
d. Ekuitas Akhir Rp5.076.231.195.424,70 

 
Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan 
kualitatif atas pos laporan keuangan. 
 

Pasal 11 
(1) Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Lampiran I     : Laporan realisasi anggaran; 
b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran  

  menurut urusan pemerintahan daerah  
  dan organisasi; 

c. Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan  
  belanja daerah yang diklasifikasi   
  menurut kelompok dan jenis   
  pendapatan, belanja, dan   
  pembiayaan ; 

d. Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan  
  belanja daerah, organisasi, program,  
  kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan  
  jenis pendapatan, belanja, dan   
  pembiayaan; 

e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut  
  urusan pemerintahan daerah,   
  organisasi, program, kegiatan dan sub  
  kegiatan; 

f. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran 
lebih; 

g. Lampiran III : Neraca; 
h. Lampiran IV : Laporan operasional; 
i. Lampiran V :  Laporan arus kas; 
j. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; 
k. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 
l. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih; 
n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 
o. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 
p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan asset 
tetap daerah; 

q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
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r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pengerjaan; 

s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 
v. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;  
w. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 
anggaran 2024 dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 

x. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/perusahaan daerah; 

y. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) 
badan usaha milik daerah/perusahaan 
daerah; dan 

z. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan 
laba/rugi badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

 
Pasal 12 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan 
peraturan Bupati. 
 

Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan. 
 

  Ditetapkan di Purwodadi 
 pada tanggal  19 Agustus 2025                                                         

           
BUPATI GROBOGAN, 

 
        Cap TTD. 
          

SETYO HADI 
 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 19 Agustus 2025                                              
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN GROBOGAN, 

  
 
 

       ANANG ARMUNANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 4 
  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, 
PROVINSI JAWA TENGAH (4-117/2025) 

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Ca TERNAK UNGGAS
7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000
7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000
7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000
7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000
7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000
7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000
7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000
7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000
7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000
7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000
7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000
7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000
7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000
7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200

CCM HEWAN LAINNYA
7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400

CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE
7920 E Book Elcsemplar 100.000

XIV. SOFTWARE
7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200
7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000
7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400

7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor
CBR

Client Backup and Recovery license
forWindows (7-user) Set 413.200

7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300

7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub
Interkoneksi penerbitan BLUe RFID
Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting,
Pelatihan dan implementasi

Set 12.580.800

7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000
7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000
7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000
7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000

7931
Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal
( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial,
VCP, Single-user, Win

Unit 4.693.000

CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV
LANGGANAN

7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000
7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000

CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD
7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400
7935 Stimuno Syr - Hs 29.760
7936 Sivit-Zinc - Tablet 702

7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo
Wirosari NaN Paket 390.513.073

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
I. UMUM 

 Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan Laporan 
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.   

 Dalam peraturan daerah ini disajikan Laporan Keuangan meliputi 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja 
dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
 Cukup jelas. 
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Pasal 9 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 Cukup jelas. 
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